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ABSTRAK 

Wulandari Mustapia. 201610115055. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Sebagai 

Penyedia Layanan Sosial Bagi Gelandangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab gelandangan di Kota Bekasi yang memiliki 

masalah kesenjangan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara dapat memberikan 

perlindungan terhadap gelandangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

menegaskan dalam eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan cangkupan penyelengaraan 

kesejahteraan, salah satunya yaitu dengan urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang dapat diterima oleh gelandangan kemudian 

adanya kesejahteraan sosial yang dapat diterima oleh gelandangan. 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan undang-

undang atau peraturan yang berkaitan dengan. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi 

kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

penanggulangan kemiskinan tidak menjelaskaan secara rinci apakah gelandangan termasuk orang 

yang dilindungi dalam perda tersebut sehingga menjadi bertolak belakang dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu terdapat beberapa 

aspek yang belum terpenuhi bagi gelandangan salah satunya seperti pendidika selama 9 tahun, 

kelayakan tempat tinggal dan fasilitas Kesehatan yang seharusnya dapat dirasakan bagi 

gelandangan masyarakat miskin semakin miskin dan terpuruk, dan gelandangan yang semakin 

banyak karena tingkat kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat miskin masih kurang dari 

yang seharusnya, serta gelandangan jauh dari keadaan hidup yang layak.  

 

Kata Kunci: Kemiskinan, Fakir Miskin, Kesejahteraan. 
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ABSTRACT 

Wulandari Mustapia. 201610115055.  The Responsibilities of the Bekasi City Government as a 

Social Service Provider to the Homeless in Poverty Reduction. 

Poverty is one of the factors causing homeless people, and it is also an inequality problem in 

Bekasi city. Based on Constitutional Law year 1945 of Republic Indonesia article 34 explain that 

the government should take care of the poor and also giving a protection to the homeless. It is also 

emphasize the existance of concurrent government affair on the Law Number 23 year 2014 which 

shared with central government and regional govenrment, it is contain welfare management that 

one of the government affairs must be divided into mandatory government affairs related to basic 

services that can be received by the homeless and there is social welfare that can be received by 

the homeless. 

The method used in this research are qualitative method and juridis normative approach with 

doing research about principle of law and articles or rules that obtain with. This research 

concerning using study of library in the primary, secondary, and tertiary source of law’s. 

Base on this research, the regulation of Bekasi City Number 4 year 2018 about Poverty Alleviation, 

it does not explain in detail whether the homeless people are protected in the local regulation or 

not. It is contrary to Constitutional Law year 1945 of Republic Indonesia article 34, and Law 

Number 13 year 2011 about Handling of the Poor. In addition, there are several aspects that has 

not been fulfilled for homeless people, one of them is education for 9 years, the feasibility of 

housing and health facilities that should be given to the poor and homeless people. It is getting 

poorer and worse for the homeless people because of the level of welfare received by the poor are 

still less than it should, and also the homeless are far from decent living conditions. 

 

Key Word: Poorness, Vagrant, Walfare State. 
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